
NOMOR : SP DIPA- 137.03.2.692944/2026

TAHUN ANGGARAN 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
DS:4418-2069-4206-8073

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

A. Dasar Hukum:
Revisi ke 01

Tanggal : 29 Desember 2025

1. Kementerian Negara/Lembaga

2. Unit Organisasi

3. Provinsi

4. Kode/Nama Satker

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

: (137) KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

(03): DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

(02): JAWA BARAT

: (692944) KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI TASIKMALAYA

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.90 KETERTIBAN DAN KEAMANAN LAINNYA

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Sebesar Rp. 13.770.486.000  (  TIGA BELAS MILIAR TUJUH RATUS TUJUH PULUH JUTA EMPAT RATUS DELAPAN PULUH ENAM RIBU RUPIAH  )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

:

Kode dan Nama Program dan Kegiatan : Jumlah Uang

Terlampir

Rp.

- Hibah Dalam Negeri Langsung

- Hibah Luar Negeri

- Pinjaman Luar Negeri

Rp.

0

C. Sumber Dana Berasal Dari :

Rp.

Rp.9.023.346.000 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri

- Hibah Luar Negeri Langsung

0

02. PNBP Rp.

5. Hibah Langsung

3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. 0

1. Rupiah Murni

Rp.

- PNBP TA Berjalan Rp. 4.747.140.000

0

06. SBSN PBS

- Hibah Dalam Negeri

Rp.

Rp.

Rp.

0

0

0

0

Rp.

- Pinjaman Dalam Negeri

Rp.

D. Pencairan dana dilakukan melalui :
Rp.1. KPPN   TASIKMALAYA 13.770.486.000(025)

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1.  DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2.  DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3.  DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4.  Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5.  Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6.  Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7.  DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

LUKY ALFIRMAN

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN

DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

NIP. 197003271995031002

ttd.



TAHUN ANGGARAN 2026

LAMPIRAN

Satker (692944)  KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI TASIKMALAYA:

DS:4418-2069-4206-8073

NOMOR :  DIPA- 137.03.2.692944/2026

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Rp. 2.619.710.000

BF.6161 Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah Rp. 2.619.710.000

WA Program Dukungan Manajemen Rp. 11.150.776.000

WA.6163 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah Rp. 11.150.776.000

1Halaman dari 1



TAHUN ANGGARAN 2026

I A. INFORMASI  KINERJA

Kode/Nama Satker (692944):

Halaman : 1I A.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (137)

(03)

(02)

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

JAWA BARAT

KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI TASIKMALAYA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 137.03.2.692944/2026
DS:4418-2069-4206-8073

137.03.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum 2.619.710.000Program :

Kegiatan 6161 Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah 2.619.710.000

Indikator Kinerja Kegiatan

:

:

6161.BAA Pelayanan Publik kepada masyarakat 32.958,00 1.090.307.0001Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 BAA.001 Layanan Penerbitan Dokumen Perjalanan RI 32500.00 Orang 828.464.000

02 BAA.002 Layanan Penerbitan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian 458.00 Orang 261.843.000

:

:

Orang, Akta, Bidang, Laporan

6161.BHB Operasi Bidang Keamanan 6,00 259.155.0002Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 BHB.U11 Operasi Intelijen Keimigrasian di Wilayah Barat 4.00 operasi 124.440.000

02 BHB.U14 Operasi Gabungan di Wilayah Barat 1.00 operasi 62.891.000

03 BHB.U17 Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah Barat 1.00 operasi 71.824.000

:

:

operasi, Hari Operasi

6161.BIB Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat 10,00 427.590.0003Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 BIB.001 Tindakan Administratif Keimigrasian 10.00 Orang 427.590.000

:

:

Orang

6161.BKA Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat 19,00 559.291.0004Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 BKA.001 Pengawasan Keimigrasian 18.00 Orang 488.705.000

02 BKA.002 Pembentukan dan Pembinaan Desa Binaan Imigrasi 1.00 Kelompok Masyarakat 70.586.000

:

:

Orang, Kelompok Masyarakat

6161.QHB Operasi Bidang Keamanan 7,00 283.367.0005Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 QHB.U02 Operasi Mandiri di Wilayah 7.00 operasi 283.367.000(PN)

:

:

operasi, Hari Operasi

137.03.WA Program Dukungan Manajemen 11.150.776.000Program :



TAHUN ANGGARAN 2026

I A. INFORMASI  KINERJA

Kode/Nama Satker (692944):

Halaman : 2I A.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (137)

(03)

(02)

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

JAWA BARAT

KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI TASIKMALAYA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 137.03.2.692944/2026
DS:4418-2069-4206-8073

Kegiatan 6163 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah 11.150.776.000

Indikator Kinerja Kegiatan

:

:

6163.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 4,00 9.818.975.0001Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 EBA.962 Layanan Umum 1.00 Layanan 268.299.000

02 EBA.963 Layanan Data dan Informasi 1.00 Layanan 517.330.000

03 EBA.994 Layanan Perkantoran 1.00 Layanan 9.023.346.000

04 EBA.Z07 Layanan BMN 1.00 Layanan 10.000.000

:

:

Layanan, Laporan, Dokumen,
Rekomendasi, Unit

6163.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal 49,00 665.241.0002Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 EBB.951 Layanan Sarana Internal 49.00 Unit 665.241.000

:

:

Unit, m2, Paket

6163.EBC Layanan Manajemen SDM Internal 1,00 508.380.0003Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 EBC.954 Layanan Manajemen SDM 1.00 Layanan 508.380.000

:

:

Orang, Layanan, Rekomendasi

6163.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 3,00 158.180.0004Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 EBD.001 Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan dan Pelaksanaan
Anggaran

1.00 Layanan 105.780.000

02 EBD.Z27 Layanan Manajemen Keuangan 1.00 Layanan 19.000.000

03 EBD.Z32 Layanan Reformasi Kinerja 1.00 Layanan 33.400.000

:

:

Dokumen, Layanan, Laporan,
Rekomendasi

Agus Andrianto

Jakarta, 01 Desember 2025
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

ttd.



TAHUN ANGGARAN 2026

I B. SUMBER  DANA

2. Rincian Pinjaman / Hibah :

Kode/Nama Satker (692944):

Halaman : 1I B.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (137)

(03)

(02)

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

JAWA BARAT

KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI TASIKMALAYA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 137.03.2.692944/2026
DS:4418-2069-4206-8073

1. Anggaran Tahun 2026

1. Rupiah Murni

5. Hibah Langsung

2. PNBP Rp.

3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri

6. SBSN PBS

4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

13.770.486.000

9.023.346.000

0

0

0

0

Pagu Ekuivalen Rupiah

Ket : a. Pinjaman Luar Negeri

e. Hibah Luar Negeri Langsung

b. Hibah Luar Negeri

c. Pinjaman Dalam Negeri

d. Hibah Dalam Negeri

f. Hibah Dalam Negeri Langsung

(1) Valuta Asing

(1) Valuta Asing

(2) RPLN

(2) RHLN

US$

US$

US$

US$

IDR

IDR

IDR

IDR

0

0

0

0

0

0

0

0

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

0

0

0

0

No. SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH PAGU TAHUN INI RINCIAN  DANA BERDASARKAN DANA PENDAMPING

(dalam ribuan rupiah)

No. NPP/H per Tahun
No. Register

1. Pinjaman Luar Negeri
2. Hibah Luar Negeri
3. Pinjaman Dalam Negeri
4. Hibah Dalam Negeri

1) Mata Uang NPP/H
2) Ekuivalen USD
3) Ekuivalen Rupiah

CARA PENARIKAN

1) PP
2) PL
3) RK
4) LC
5) -

Kode Kode Kode Rp. Pdp Rp.LN Rp.Loc.CostUraian Dana Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah



NOMOR :  DIPA- 137.03.2.692944/2026

TAHUN ANGGARAN 2026

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker (692944): Halaman : 1II.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (137)

(03)

(02)

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

JAWA BARAT

KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI TASIKMALAYA

Kewenangan : (KD) (dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODAL
BANTUAN

SOSIAL
LAIN-LAIN JUMLAH

SELURUH

LOKASI/
KPPN

CARA
PENARIKAN/
REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:4418-2069-4206-8073

692944 KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI TASIKMALAYA 7.098.616 6.006.629 665.241 - - 13.770.486

137.03.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum - 2.619.710 - - - 2.619.710

6161 Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum
Keimigrasian di Wilayah

- 2.619.710 - - - 2.619.710

6161.BAA Pelayanan Publik kepada masyarakat - 1.090.307 - - - 1.090.307 02 15.

(02.15  JAWA BARAT / KAB. TASIKMALAYA)

-- 1.090.307- 0251.090.307 -PNBP04 @

6161.BHB Operasi Bidang Keamanan - 259.155 - - - 259.155 02 15.

(02.15  JAWA BARAT / KAB. TASIKMALAYA)

-- 259.155- 025259.155 -PNBP04 @

6161.BIB Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat - 427.590 - - - 427.590 02 15.

(02.15  JAWA BARAT / KAB. TASIKMALAYA)

-- 427.590- 025427.590 -PNBP04 @



NOMOR :  DIPA- 137.03.2.692944/2026

TAHUN ANGGARAN 2026

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker (692944): Halaman : 2II.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (137)

(03)

(02)

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

JAWA BARAT

KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI TASIKMALAYA

Kewenangan : (KD) (dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODAL
BANTUAN

SOSIAL
LAIN-LAIN JUMLAH

SELURUH

LOKASI/
KPPN

CARA
PENARIKAN/
REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:4418-2069-4206-8073

6161.BKA Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat - 559.291 - - - 559.291 02 15.

(02.15  JAWA BARAT / KAB. TASIKMALAYA)

-- 559.291- 025559.291 -PNBP04 @

6161.QHB Operasi Bidang Keamanan - 283.367 - - - 283.367 02 15.

(02.15  JAWA BARAT / KAB. TASIKMALAYA)

-- 283.367- 025283.367 -PNBP04 @

137.03.WA Program Dukungan Manajemen 7.098.616 3.386.919 665.241 - - 11.150.776

6163 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah 7.098.616 3.386.919 665.241 - - 11.150.776

6163.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 7.098.616 2.720.359 - - - 9.818.975 02 15.

(02.15  JAWA BARAT / KAB. TASIKMALAYA)

-- 9.023.3467.098.616 0251.924.730 -RM01

-- 795.629- 025795.629 -PNBP04 @

6163.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal - - 665.241 - - 665.241 02 15.

(02.15  JAWA BARAT / KAB. TASIKMALAYA)



NOMOR :  DIPA- 137.03.2.692944/2026

TAHUN ANGGARAN 2026

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker (692944): Halaman : 3II.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (137)

(03)

(02)

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

JAWA BARAT

KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI TASIKMALAYA

Kewenangan : (KD) (dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODAL
BANTUAN

SOSIAL
LAIN-LAIN JUMLAH

SELURUH

LOKASI/
KPPN

CARA
PENARIKAN/
REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:4418-2069-4206-8073

-665.241 665.241- 025- -PNBP04

6163.EBC Layanan Manajemen SDM Internal - 508.380 - - - 508.380 02 15.

(02.15  JAWA BARAT / KAB. TASIKMALAYA)

-- 508.380- 025508.380 -PNBP04 @

6163.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal - 158.180 - - - 158.180 02 15.

(02.15  JAWA BARAT / KAB. TASIKMALAYA)

-- 158.180- 025158.180 -PNBP04 @

JUMLAH 7.098.616 6.006.629 665.241 - - 13.770.486

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

Agus Andrianto

ttd.

Jakarta, 01 Desember 2025



TAHUN ANGGARAN 2026

KODE URAIAN SATKER
RENCANA PENARIKAN JUMLAH

SELURUHFEBRUARI MARET AGUSTUSJANUARI

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

NO
APRIL MEI JUNI JULI SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

:

Provinsi

KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI TASIKMALAYA

(02)

Unit Organisasi

(692944)

Kementerian Negara/Lembaga

DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI(03)

Kode/Nama Satker

(137)

:

:

JAWA BARAT

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

:

1Halaman : III.
(dalam ribuan rupiah)

1 2 3 4 5 6 1110987 15141312 16

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:4418-2069-4206-8073
NOMOR :  DIPA- 137.03.2.692944/2026

6929441. KANTOR IMIGRASI KELAS I NON
TPI TASIKMALAYA

1.287.4521.128.3062.078.661 343.4991.277.170 13.770.486592.251 1.115.106 1.153.0741.118.084975.734 1.052.2941.648.854RENCANA PENARIKAN DANA

BELANJA PEGAWAI 524.351 7.098.616524.351 1.057.334 524.351 524.351 1.057.334 524.351 524.351 524.351 524.351 524.351 264.789

BELANJA BARANG 67.900 6.006.629451.383 706.427 527.133 571.455 591.520 635.603 590.755 763.101 494.698 527.943 78.710

BELANJA MODAL 0 665.2410 314.900 66.600 32.500 0 117.216 0 0 134.025 0 0

137.03.BF.6161 Penyelenggaraan Fungsi
Pengkoordinasian, Pelayanan dan
Penegakan Hukum Keimigrasian di
Wilayah

229.561 25.577107.415196.183439.619235.589311.267289.059333.225202.836211.68437.695 2.619.710

52 BELANJA BARANG DAN JASA 37.695 2.619.710229.561 211.684 202.836 333.225 289.059 311.267 235.589 439.619 196.183 107.415 25.577

137.03.WA.6163 Dukungan Manajemen dan Teknis
Lainnya di Wilayah

746.173 317.922944.879956.891847.833879.517965.9031.359.796795.081915.2481.866.977554.556 11.150.776

51 BELANJA PEGAWAI 524.351 7.098.616524.351 1.057.334 524.351 524.351 1.057.334 524.351 524.351 524.351 524.351 524.351 264.789

52 BELANJA BARANG DAN JASA 30.205 3.386.919221.822 494.743 324.297 238.230 302.462 324.336 355.166 323.482 298.515 420.528 53.133

53 BELANJA MODAL 0 665.2410 314.900 66.600 32.500 0 117.216 0 0 134.025 0 0

2.467.9892.467.9892.467.989 2.469.6892.467.989 29.617.5682.467.989 2.467.989 2.467.9892.467.9892.467.989 2.467.9892.467.989PERKIRAAN PENERIMAAN

- PNBP (425131) 1.589 19.0681.589 1.589 1.589 1.589 1.589 1.589 1.589 1.589 1.589 1.589 1.589

- PNBP (425211) 2.326.000 27.913.0002.326.000 2.326.000 2.326.000 2.326.000 2.326.000 2.326.000 2.326.000 2.326.000 2.326.000 2.326.000 2.327.000

- PNBP (425213) 95.500 1.146.50095.500 95.500 95.500 95.500 95.500 95.500 95.500 95.500 95.500 95.500 96.000

- PNBP (425214) 44.900 539.00044.900 44.900 44.900 44.900 44.900 44.900 44.900 44.900 44.900 44.900 45.100

Agus Andrianto

Jakarta, 01 Desember 2025
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

ttd.



(dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN

IV A. B L O K I R

:Provinsi

:

Kode dan Nama Satker

[03]Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

JAWA BARAT

[692944]

[02]

DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

: KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI TASIKMALAYA:

[137]

KODE URAIAN

TAHUN ANGGARAN 2026
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 137.03.2.692944/2026
DS:4418-2069-4206-8073

Halaman : IV.A. 1

692944 KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI TASIKMALAYA

1.137.039Rp.Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan

1.137.03952 Belanja Barang Rp.

137.03.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

6161 Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah

521211 Belanja Bahan(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 25.794

Kebijakan S-687/MK.03/2025 dan S-817/MK.03/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 13.935

Kebijakan S-687/MK.03/2025 dan S-817/MK.03/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

522141 Belanja Sewa(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 4.660

Kebijakan S-687/MK.03/2025 dan S-817/MK.03/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 176.819

Kebijakan S-687/MK.03/2025 dan S-817/MK.03/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 357

Kebijakan S-687/MK.03/2025 dan S-817/MK.03/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

6161.BAA Pelayanan Publik kepada masyarakat

521211 Belanja Bahan(PNBP)

6161.BHB Operasi Bidang Keamanan

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 764

Kebijakan S-687/MK.03/2025 dan S-817/MK.03/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

521213 Belanja Honor Output Kegiatan(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 840

Kebijakan S-687/MK.03/2025 dan S-817/MK.03/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 37.228

Kebijakan S-687/MK.03/2025 dan S-817/MK.03/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

522141 Belanja Sewa(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 10.500

Kebijakan S-687/MK.03/2025 dan S-817/MK.03/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

522151 Belanja Jasa Profesi(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 2.788

Kebijakan S-687/MK.03/2025 dan S-817/MK.03/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 130.464

Kebijakan S-687/MK.03/2025 dan S-817/MK.03/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 1.309

Kebijakan S-687/MK.03/2025 dan S-817/MK.03/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

6161.BIB Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat
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521211 Belanja Bahan(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 4.800

Kebijakan S-687/MK.03/2025 dan S-817/MK.03/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

521213 Belanja Honor Output Kegiatan(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 42.000

Kebijakan S-687/MK.03/2025 dan S-817/MK.03/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 100.733

Kebijakan S-687/MK.03/2025 dan S-817/MK.03/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 595

Kebijakan S-687/MK.03/2025 dan S-817/MK.03/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam
Kota(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 5.250

Kebijakan S-687/MK.03/2025 dan S-817/MK.03/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 31.500

Kebijakan S-687/MK.03/2025 dan S-817/MK.03/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

6161.BKA Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 40.574

6161.QHB Operasi Bidang Keamanan

Kebijakan S-687/MK.03/2025 dan S-817/MK.03/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

522141 Belanja Sewa(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 15.400

Kebijakan S-687/MK.03/2025 dan S-817/MK.03/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

522151 Belanja Jasa Profesi(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 700

Kebijakan S-687/MK.03/2025 dan S-817/MK.03/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

137.03.WA Program Dukungan Manajemen

6163 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah

521211 Belanja Bahan(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 70.640

Kebijakan S-687/MK.03/2025 dan S-817/MK.03/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 19.200

Kebijakan S-687/MK.03/2025 dan S-817/MK.03/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

522141 Belanja Sewa(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 800

Kebijakan S-687/MK.03/2025 dan S-817/MK.03/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 2.000

Kebijakan S-687/MK.03/2025 dan S-817/MK.03/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

6163.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal
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524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 125.388

Kebijakan S-687/MK.03/2025 dan S-817/MK.03/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 579

Kebijakan S-687/MK.03/2025 dan S-817/MK.03/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 37.060

Kebijakan S-687/MK.03/2025 dan S-817/MK.03/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

521211 Belanja Bahan(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 2.800

Kebijakan S-687/MK.03/2025 dan S-817/MK.03/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

521213 Belanja Honor Output Kegiatan(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 200

Kebijakan S-687/MK.03/2025 dan S-817/MK.03/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 75

Kebijakan S-687/MK.03/2025 dan S-817/MK.03/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

522151 Belanja Jasa Profesi(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 1.080

Kebijakan S-687/MK.03/2025 dan S-817/MK.03/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

6163.EBC Layanan Manajemen SDM Internal

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 162.754

Kebijakan S-687/MK.03/2025 dan S-817/MK.03/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 289

Kebijakan S-687/MK.03/2025 dan S-817/MK.03/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

521211 Belanja Bahan(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 1.040

Kebijakan S-687/MK.03/2025 dan S-817/MK.03/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 65.763

Kebijakan S-687/MK.03/2025 dan S-817/MK.03/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 361

Kebijakan S-687/MK.03/2025 dan S-817/MK.03/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

6163.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal

Jakarta, 01 Desember 2025
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

Agus Andrianto
ttd.
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